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Pemerintah Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten 
Purbalingga membuat Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2015 tentang 
perlindungan anak dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) Pemerintah Desa Karangsari 
bertanggungjawab mencegah pernikahan dini. Dalam Perdes Karangsari Nomor 
06 Tahun 2015 mengatur batasan minimal usia menikah yaitu dalam pasal 1 ayat 
(10) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak. Diperjelas 
pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui peran Pemerintah Desa 
Karangsari dalam mencegah pernikahan dini, apakah Pemerintah Desa Karangsari 
sudah mengimplementasikan pasal yang telah ia buat. (b) untuk mengetahui 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perdes Karangsari Nomor 06 Tahun 
2015 terkait batasan minimal usia pernikahan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang 
terkait dengan tema penelitian ini, khususnya Desa Karangsari Kecamatan 
Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa 
Peraturan Desa Karangsari, dokumentasi kegiatan sosialisasi. Analisis data dalam 
penelitian ini, penulis meggunakan metode deskriptif analitis.  
Hasil penelitian menyimpulkan Pemerintah Desa Karangsari sudah 
mengimplementasikan Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 terkait 
perannya dalam mencegah pernikahan dini. Dalam hal upaya tersebut peran yang 
dilakukan Pemerintah Desa Karangsari adalah meningkatkan kinerja KPAD, 
melakukan kerjasama antara pemerintah desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, 
sosialisasi bahaya menikah dini, menolak atau menasehati calon mempelai yang 
belum mencapai umur 18 tahun. Mengenai batasan minimal usia menikah dalam 
Perdes Karangsari Nomor 06 Tahun 2015, tidak bertentangan dengan prinsip 
hukum Islam.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan 
dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang bukan mahram.
1
 Pernikahan merupakan sunnatullah yang 
umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, 
maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah 




Di Indonesia, untuk menyebut perihal nikah ini, masyarakat 
menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 Sedangkan menurut 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa, perkawinan 
adalah akad yang sangat kuat (miitsaaqan ghalidhon) untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
4
  
                                                          
1
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 9.   
2
 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 6.   
3
 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974   
4
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 




Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum 
perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh 
lembaga dan berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. 
Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan 




Atas alasan itu, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa calon 
mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa 
raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat 
keturunan yang sehat.
6
 Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan 
diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan 
dan martabat kemuliaan manusia.
7
 Dalam menjaga kerukunan rumah tangga 
yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, diperlukan sebuah kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, 
sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan.
8
 
Perkawinan bukan sekedar akad antara laki-laki dan perempuan ataupun 
melakukan hubungan seks saja namun lebih dari itu setelah terjadi pernikahan 
                                                          
5
 Umul Baroroh,  Fiqh Keluarga Muslim Indonesia, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 
hlm. 4.   
6
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 57.   
7
 Marcel A. Boisard, Humanisme dalam Islam, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. Ke 1 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 120. 
8
 Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi 
Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)”, Skripsi tidak 




yang sah maka akan timbul suatu hukum yaitu keduanya harus saling 
memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. 
Fenomena pernikahan usia dini pada saat ini, dari tahun ke tahun 
angkanya semakin melonjak tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari 
permohonan dispensasi nikah, seperti yang terjadi di PA (Pengadilan Agama) 
Kabupaten Purbalingga dalam websaitnya mengalami peningkatan. 
Peningkatan jumlah pemohon dispensasi nikah sebetulnya sangat 
memperhatinkan, karena dispensasi nikah diberikan kepada pasangan yang 
sebetulnya belum cukup umur untuk menikah. 
Pernikahan dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di 
pedesaan saja, melainkan di kota-kota besar juga demikian. Fenomena 
demikian sudah menjadi metode dan trend di kalangan remaja dengan banyak 
motifnya. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan 
anaknya pada usia muda, maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah 
muda.  
Sebagian kalangan remaja, berpendapat pernikahan dini dianggap 
sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti seks bebas. Ada juga 
yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. 
Fenomena tersebut cukup sering didengar dalam masyarakat. Pernikahan itu 
bukan hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram, melainkan 
kesiapan moril dan materil untuk mengarungi kehidupan dan berbagi apapun 
kepada pasangan tercinta. Jadi bagaimana akan menikah pada usia muda, bila 




Pernikahan dini bagi seorang perempuan berpeluang untuk memiliki 
keturunan yang lebih banyak, apalagi bila suami memiliki kemampuan nafkah 
lebih dari cukup dan orang tua dapat memberikan pendidikan yang layak. 
Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga 
kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak 
ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Perkawinan 
menyebabkan status sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat diakui 
sebagai pasangan suami-istri yang sah secara hukum. 
Perkawinan pada usia muda biasanya belum ada kesiapan mental 
maupun fisik pada diri mempelai, sehingga dapat menimbulkan masalah 
dikemudian hari bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. 
Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 
14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada 
tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ketentuan Pasal 7 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9
 
                                                          
9
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 




Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ayat (2) “Dalam hal terjadi 
penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi 
kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti 
pendukung yang cukup”.  
Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, 
perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur 
perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi 
wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 
19 (sembilan belas) tahun.  
Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 
baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan 
berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 
(enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju 
kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. 
Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan 
tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan 
akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. 
Namun karena ukuran kedewasaan sudah ditetapkan oleh perundang-




dikategorikan sebagai perkawinan usia dini.
10
 Bagi seorang pemuda, usia 
untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada 
umumnya menitik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran 
serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam 
rumah tangganya. Patokan umur tersebut sesuai bagi para pemuda, kecuali 
jika fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahan harus dipercepat guna 
memelihara seseorang dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk 
baginya. Bagi seorang gadis, usia memulai perkawinan itu karena adanya 
kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama 




Salah satu asas perkawinan adalah calon suami dan istri telah masak 
jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa 
berakhir dengan perceraian, di samping dapat memperoleh keturunan yang 
baik dan sehat jasmani rohani. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar 
artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda 
seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di 
kemudian hari, bahkan tidak sedikit berakhir pada perceraian.
12
 Kembali 
kepada pernikahan yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum 
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pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu 
perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai 
kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan 
istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik.
13
 Laki-laki 
dan perempuan ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan ada yang 
tidak sanggup melaksanakannya.  
Kesanggupan itu pada dasarnya bukan syarat mutlak untuk 
melaksanakan suatu perkawinan, tetapi ada dan tidak kesanggupan itu dapat 
menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak dapat mencapai 
tujuannya. Kesanggupan merupakan imbangan dari hak dan kewajiban. 
Seorang sanggup untuk kawin berarti ia adalah orang yang sanggup memenuhi 
kewajiban istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk 




Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya 
merupakan syarat sahnya akad nikah dan adakalanya tidak merupakan syarat 
sahnya akad nikah, tergantung pada calon-calon mempelai yang oleh agama 
diberi hak-hak, karena adanya ikatan pernikahan. Apabila calon suami atau 
istri rela dengan calon istri atau suami yang tidak dapat melakukan kewajiban 
setelah terjadi akad nikah, maka kesanggupan itu tidak menjadi syarat sahnya 
akad nikah. Sebaliknya bila calon suami atau calon istri tidak rela dengan 
tidak adanya kesanggupan pihak-pihak yang lain, maka kesanggupan itu 
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1. Kesanggupan jasmani dan rohani  
2. Kesanggupan memberi nafkah  
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga  
Keharmonisan dalam keluarga tidak semata diukur umur, karena 
semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing, tetapi umur biasanya 
mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda 
biasanya lebih labil dalam menghadapi masalah. Seseorang yang akan 
menikah diharapkan lebih memikirkan kehidupan setelah pernikahan dengan 
memenuhi kematangan jasmani dan rohani pada saat memasuki gerbang 
pernikahan, sehingga akan menjadi pernikahan yang bahagia.  
Kabupaten Purbalingga adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah. Ibu kotanya adalah Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan 
Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, 
serta Kabupaten Banyumas di barat dan selatan. Jumlah Penduduk Kabupaten 
Purbalingga menurut dinpendukcapil tahun 2018 yaitu 969,684 jiwa. 
Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 15 kelurahan, dan 224 desa. 
Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 953.304 jiwa dengan luas 
wilayah 677,55 km² dan sebaran penduduk 1.406 jiwa/km².
16
 
Karangsari merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan 
Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Desa Karangsari memiliki 10 RT dan 5 
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RW yang terdiri dari 2 dusun dan terdapat 4 grumbul diantaranya yaitu Tanah 
Garing, Nggayam, Karang Gandul dan Ketasaba.
17
 Desa Karangsari ini 
relative rendah kepadatan penduduknya daripada desa-desa lain yang ada di 
Kecamatan Kalimanah.  
Di Desa Karangsari sebelum adanya Peraturan Desa angka pernikahan 
dini terhitung tinggi. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Desa angka 
pernikahan dini menjadi menurun. Peraturan Desa ini berhasil menekan laju 
pernikahan dini di Desa Karangsari.  
Tabel 1. Jumlah Pasangan Pengantin yang Menikah di Desa Karangsari 
Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2019
18
 





1 2013 23 Orang 2 Orang 
2 2014 16 Orang 1  Orang  
3 2015 13 Orang 1 Orang  
4 2016 9 Orang - 
5 2017 15 Orang - 
6 2018 5 Orang - 
7 2019 11 Orang  - 
 
Hasil wawancara dengan P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) 
Desa Karangsari pada tahun 2013 tercatat ada 2 anak yang melakukan 
permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga. tahun 2014 
terdapat 1 anak dan pada tahun 2015 terdapat 1 anak yang melakukan 
permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga. Angka 
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Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian penyusun di sini 
bukan hanya sekedar pada terjadinya pernikahan di bawah umur melainkan 
bagaimana Upaya Pemerintahan Desa Karangsari Meminimalisir atau bahkan 
menghilangkan pernikahan dini yang diketahui dari tahun ke tahun angkanya 
semakin berkurang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun ingin 
membuat skripsi yang berjudul “PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI 
MELALUI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTI HUKUM ISLAM 
(Studi di Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)” 
 
B. Definisi Operasional 
1. Pengertian Pencegahan 
Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan 
menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang 
dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.  Pencegahan yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan unuk mengurangi 
peristiwa pernikahan dini yang ada di Desa Karangsari. 
 Sementara itu dalam pasal 13 Bab III tentang pencegahan 
pernikahan telah disebutkan bahwa “Pernikahan dapat dicegah apabila ada 
pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Hal 
ini dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya 
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untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan 
pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan 
mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah 
adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
20
 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab X Pasal 60 menyatakan:
21
 
a. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu  
perkawinan yang dilaranng hukum Islam dan Peraturan Perundang-
undangan.  
b. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon 
istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan 
peraturan Perundang-undangan. 
2. Pernikahan Dini 
Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak 
dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih 
popular adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia 
dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan 
ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal 
untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum 
mapan secara emosioal, financial, serta belum siap secara fisik dan psikis. 
Di Indonesia, seseorang diperbolehkan menikah ketika berusia 
minal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
22
 Apabila calon 
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mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka calon mempelai harus 
mendapat izin dari orangtua atau wali terlebih dahulu.
23
  
3. Peraturan Desa 
Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan 
yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer 
dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. 
Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan 
pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan 
masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan 
Peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan kepemerintahan 
di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian 
pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi 
suatu Peraturan desa. Banyak pemerintahan desa yang mengganggap 
“pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Peraturan 
desa disusun secara sembarangan. Padahal Peraturan desa hendaknya 
disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan 
partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi 
penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa.
24
 Peraturan Desa yang 
dimaksud dalam riset ini adalah Perdes No. 06 Tahun 2015 tentang 
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perlindungan anak yang garis besar isinya mengatur tentang pencegahan 
pernikahan dini. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
a. Bagaimanakah upaya-upaya pencegahan pernikahan dini melalui 
Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak? 
b. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pencegahan pernikahan 
dini melalui Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 Tahun 2015? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pencegahan pernikahan dini 
melalui peraturan desa Nomor 06 Tahun 2015 tentang perlindungan anak. 
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan 
pernikahan dini melalui Perdes Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 
Tentang Perlindungan Anak. 
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk menambah khazanah keilmuan dan juga pemikiran khususnya pada 
bidang hukum keluarga serta menambah pengetahuan pada diri sendiri, 




b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam 
bidang hukum keluarga, kaitannya dengan upaya-upaya pencegahan 
pernikahan dini melalui Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2015 Tentang 
Perlindungan Anak. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam 
bidang hukum keluarga, kaitannya dengan tinjauan hukum keluarga islam 
terhadap pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa. 
 
E. Kajian Pustaka 
Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa 
buku-buku, jurnal, makalah atau hasil studi (skripsi dan tesis), yang 
kesemuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. 
Pertama, Skripsi karya Dade Ahmad Nasrullah (2080441000020) 
mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang 
berjudul Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa 
Pesarean Kec. Pamjiahan Kabupaten Bogor, dari penelitian tersebut hasilnya 
pertama, ada 33 pelaku pernikahan dini yang tersebar dalam 33 RT Desa 
Pesarean, pelaku yang tamat SD berjumlah 3 pasangan, SD/MI berjumlah 13 
pasangan dan SMP/MTS berjumlah 17. Selain itu, dari 33 pasangan pelaku 
pernikahan usia dini ada 2 pasangan yang menikah dini oleh karena sudah ada 
jodohnya/ dijodohkan, dan selebihnya 31 pasangan menikah dini oleh karena 
alasan ekonomi (menghilangkan beban ekonomi keluarga). Kedua, tentang 




mengadakan sosialisasi atau mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang 
telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) 
atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari 




Kedua, Skripsi karya Fahrul Fatkhurozi (112111021) mahasiswa 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang berjudul Peran Pegawai 
Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dibawah umur 
(Studi Kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes), dalam hasil penelitiannya 
menyimpulkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir 
pernikahan dibawah umur di KUA Kec, Tanjung Kab. Brebes sangatlah 
berperan. Tingkat efektivitas peran PPN dalam meminimalisir terjadinya 
pernikahan dibawah umur cukup efektif.
26
 
Ketiga, Skripsi karya Triana Apriyanita (111104410003) mahasiswa 
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 
judul “Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda” 
(Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah). 
Dalam skripsi ini menyimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya 
pernikahan dini adalah takut disebut perawan kasep, persepsi yang 
menganggap bahwa sekolah tinggi tidak akan merubah kehidupan mereka dan 
yang lebih ditakutkan mereka takut menolak lamaran karena factor adat. 
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Dampak pernikahan dini adalah banyak janda muda mereka memilih jadi 
janda daripada harus menolak lamaran. Maka yang terjadi di Desa Tegaldowo 
adalah banyaknya janda muda yang umurnya masih anak-anak, bahkan pada 
umur 18 tahun kerap terjadi yang menikah dua kali.
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Keempat, Penelitian Karya Suhadi (0301510058) Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dengan judul “Perkawinan Belia 
Dalam Perspektif Teori Dramaturgi”. Dalam penelitian ini membahas 
tentang karakteristik masyarakat Tegaldowo dan perilaku perkawinan belia, 
perspektif perkawinan belia pada masyarakat Tegaldowo, peranan masyarakat 
dan pemerintah dalam memandang perkawinan belia.
28
 
Kelima, Jurnal Pendidikan Sosiologi 2016 yang ditulis oleh Martyan 
Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti dengan judul “Peran Pemerintah 
Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di 
Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”. Hasil penelitiannya adalah bahwa 
pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kab. Indramayu disebabkan 
oleh beberapa faktor baik intern maupun ektern.
29
 
Adapun perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan di atas, 
bahwasannya dalam penelitian terdahulu pembahasannya fokus menggunakan 
pembatasan usia perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum positif di 
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Indonesia bahwa yang dimaksud perkawinan dibawah umur adalah 
perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria dan 16 
tahun bagi perempuan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 
penulis lebih fokus pembatasan usia menggunakan Perdes Karangsari Nomor 
06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, yaitu yang dimaksud pernikahan 
dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak (18 tahun). Kebanyakan 
peneliti-peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang faktor-faktor perkawinan 
di bawah umur, dan hanya meneliti tentang sebatas meminimalisir, 
menanggulangi, dan mengatasi pernikahan di bawah umur, belum ada yang 
menelaah tentang pencegahan pernikahan dini melalui peraturan desa. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam 
memahami permasalahan dan pembahasannya. Maka dalam penelitian ini, 
penulis mencoba membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima 
bab : 
Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi: latar 
belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab Kedua, mengenai teori pencegahan pernikahan dini yang 
didalamnya diuraikan tentang batas usia menikah, kewajiban dan tanggug 
jawab Pemerintah Desa (Peraturan Desa Karangsari No. 06 Tahun 2015 




diuraikan tentang definisi dan pengertian, letak dan posisi peraturan desa 
dalam tata urutan perundang-undangan, dan daya ikat peraturan desa.  
Bab Ketiga, membahas mengenai metode penelitian terkait 
pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa (Studi di Desa 
Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga). 
Bab Keempat, mengenai peran aktif Pemerintah Desa Karangsari 
dalam menegakan aturan pembatasan minimal usia nikah sesuai peraturan 
desa No. 06 Tahun 2015 tentang perlindungan anak dan tinjauan hukum islam 
terhadap pencegahan pernikahan dini melalui perturan desa No. 06 Tahun 
2015 tentang Perlindungan anak. 
Bab Kelima, bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan 
penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi: kesimpulan 
dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari 
apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, serta jawaban dari 
rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi 





TEORI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI 
 
A. Konsep Batas Usia Pernikahan 
Di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian 
perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Sebuah perkawinan 
dinamakan perkawinan dini karena usia para pelaku perkawinan tersebut 
masih terlalu dini atau terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan. 
Dikarenakan usia para pelaku perkawinan tersebut belum mencapai umur yang 
disyaratkan oleh aturan perkawinan baik undang-undang maupun peraturan 
terkait lainnya. Dari definisi tersebut nampak perlu adanya standarisasi 
batasan usia bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan 
usia ini penting bagi masyarakat agar para pelaku perkawinan mendapatkan 
kepastian apakah perkawinan mereka masuk kategori perkawinan dini atau 
perkawinan di bawah umur ataukah perkawinan yang sewajarnya.
30
 
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan 
Maraknya perkawinan usia dini atau perkawinan di bawah umur 
sangat sering terjadi di Indonesia, dan sebagai pedoman bagi masyarakat 
untuk masalah perkawinan, pemerintah telah mencantumkannya dalam 
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
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Mengenai usia perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia ini 
dituangkan dalam bentuk Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 
yang berbunyi, “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum 
mencapai usia umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang 
tua.”  Dalam Pasal 7 ayat 1 juga diterangkan,“Perkawinan hanya diizinkan 
kepada pihak pria yang sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 
yang sudah mencapai umur 16 tahun.”   
Bila ditinjau kembali, bahwa dalam Pasal di atas adanya batasan 
usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakasanakan 
perkawinan. Namun demikian, pada September 2019 DPR RI secara resmi 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti 
yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan baru tersebut 
melakukan revisi secara terbatas terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia minimal pernikahan 
bagi laki-laki dan perempuan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa 
batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah 
minimal sama-sama berusia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah 
bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat 
3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 memberi celah bagi calon laki-
laki dan perempuan yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun untuk 




Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 
yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan 
dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian 
setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh 
DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk 
disahkan menjadi undang-undang.  
Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 
Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada 
tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang 
telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:  
Pasal 7 
1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 
umur 19 (sembilan belas) tahun.  
2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 




orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 
dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang 
cukup. 
3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai 
yang akan melangsungkan perkawinan.  
4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua 
calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan 
ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
31
  
Jadi berdasarkan atas perubaahan dalam Undang-undang tersebut, 
yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 
maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di 
Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan 
adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia 
perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.  
Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan 
perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas 
minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur 
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perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur 
perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.  
Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 
sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih 
tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan 
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko 
kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak 
sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan 
orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi 
mungkin. 
Sejalan dengan Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 
tentang perlindungan anak, bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang 
dilakukan diusia anak.
32
 Diperjelas mengenai pengertian anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan.
33
 
Maka batas standarisasi usia ideal menikah sesuai dalam Peraturan 
Desa Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 tentang perlindungan anak, yaitu 
manakala pernikahan yang dilakukan diusia anak (kurang dari 18 tahun), 
dengan demikian jika masih di bawah standarisasi tersebut, maka 
pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini. 
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2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam 
Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan 
perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, 
apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam 
perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing 
calon. 
 Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai 
umur atau baligh. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah 
baligh. Secara tersurat, dalam Al-Qur‟an tidak akan ditemukan ayat yang 
berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada 
ayat dalam Al-Qur‟an yang memiliki korelasi dengan usia baligh,
34
 yaitu 
surah an-Nisa ayat 6 yang artinya:  
ُهْم ُرْشًدا فَاْدَفعواإلَْيِهْم  ۚ  َوابْ تَ ُلْوااْلَيَتامى َحَّتى ِإَذا بَ َلُغْوا النَِّكاحَ  فَِإْن أََنْسُتْم ِمن ْ
َوَمْن َكاَن   ۚ  فَ ْلَيْستَ ْعِففْ  َوَمْن َكاَن َغِنيًّا  ۚ  َوََلتَْأ ُكُلْوَها ِإْسرَافًا َوِبَدارًا َأْن َيْكبَ ُرْوا  ۚ  أَْمَواََلُمْ 
رًا فَ  وََكَفى بِاهلِل   ۚ  فَِإَذا َدفَ ْعُتْم إِلَْيِهْم أَْمَواََلُْم فََأْشِهُدواَعَلْيِهْم  ۚ  ْلَيْأ ُكْل بِاْلَمْعُرْؤفِ َفِقي ْ
35َحِسًبا  
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 
kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 
(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka 
harta-hartanya.Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih 
dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di 
antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri 
(dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang 
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miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. 
Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka 
hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi 




Di dalam terjemahan Tafsir Ibnu Kasir, para mujahid berpendapat 
bahwa yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat di atas ialah mencapai 
usia baligh. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh  pada 
anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia 
bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang 
membuatnya mengeluarkan air mani.
37
  
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur 
bagi orang yang dianggap baligh, sebagaimana yang dikatakan oleh 
Muhammad Jawȃd Mughniyyah berikut ini: 
َس َعَشَرةَ َسنَتً فِْي اْنُغََلِو وَ  ًْ ٍِّ يَتََحقَُّق بَِخ ٌَّ ْانبُهُْىَغ نِسِّ افِِعيَّتُ  َواْنَحنَابِهَتُ : إِ ِِيَِت  َوقَاَل انشَّ ا َ اْن
 ًَ ا. َوقَاَل انْ َوقَاَل اْن ًَ ٌَ َعَشَرةَ فِْي اْنُغََلِو  َوَسْبَع َعَشَرةَ فِْي  هِِكيَّتُ : َسْبَع َعَشَرةَ َسنَتً فِْيِه ا ًَ َحنَفِيَتُ : ثَ
ِِيَِت. ا َ َس َعَشَرةَ فِْي اْنُغََلِو  َوتِْسًعا فِْي اْن ًْ َياِييَّتُ : َخ ِِيَِت. َوقَاَل اْْلِ ا َ  اْن
“Ulama Syafi‟iyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-
laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak 
usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang 
dianggap baligh sebagai berikut: Anak laki-laki dianggap baligh 
bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. 
Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan anak laki-
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Dalam khazanah ilmu fikih, ulama Syafi‟iyyah tidak memberikan 
batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak 
menghalangi sahnya pernikahan. Namun secara tidak langsung, al-Qur‟an 
dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. 
Sehingga mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah 
sebagai dasar yang dipakai di Negara masing-masing. Di bawah ini adalah 
batas usia pernikahan disebagian Negara-negara muslim, yang merupakan 
hasil study komparatif Tahir Mahmood dalam buku personal law in 
Islamic Cauntries (History, text comparative anaylis). 
Tabel 2. Batasan Usia Menikah di Negara Muslim
39
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Data di atas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia 
perkawinan, para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan 
setelah usia baligh. Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan 
bervariasi, karena di dalam ilmu fikih, baligh jika dikaitkan dengan ukuran 
usia baligh bagi laki-laki berkisar antara 15 (lima belas) tahun dan bagi 
perempuan 9 (Sembilan) tahun.
40
  
Jadi standar usia baligh bertujuan agar antara suami dan istri dapat 
mampu mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik sebab mereka 
diharapkan dapat mengatur emosi dan juga pikirannya. Serta mempunyai 
ilmu agama yang cukup untuk menjalankan ibadah terlama dalam hidup 
ini.  
3. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa 
Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak 
Peran dan tanggung jawab dalam Peraturan Desa Karangsari 
Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk 
perlindungan anak dan menjamin pemenuhan hak anak. Bahwa yang 
dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, hak 
anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 
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dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan 
pemerintah daerah. Dalam Peraturan Desa mengenai peran dan tanggung 
jawab pemerintah diatur sebagai berikut:
41
 
BAB IV  
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB  
Bagian kesatu  
Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa 
Pasal 21 
Pemerintah Desa wajib terlibat dan bertanggungjawab dalam hal: 
a. Mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat; 
b. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pemenuhan wajib 
belajar; 
c. Mengupayakan  kerjasama  dengan  pemerintah  dan  swasta  dalam  
upaya  pendidikan  dan pelatihan kecakapan hidup; 
d. Mengupayakan terselenggaranya pendidikan anak usia dini; 
e. Mengupayakan beasiswa; 
Pasal 23 
1. Pemerintah Desa bertanggung jawab mencegah pernikahan dini. 
2. Tanggungjawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1 ) adalah : 
a. melakukan koordinasi dengan dinas dan kantor terkait; 
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b. tidak mengeluarkan ijin menikah kecuali atas rekomendasi 
Pengadilan Agama; 
c. berpedoman pada batasan usia anak dalam UUPA; 
Pasal 24 
Pemerintah Desa bertanggungjawab menyelenggarakan ruang publik untuk 
partisipasi anak. 
Sehingga dalam hal ini pemerintah desa turut berperan dan 
bertanggung jawab dalam mencegah pernikahan dini. Pencegahan 
pernikahan dini dimaksudkan agar melindungi dan melaksanakan hak-hak 
anak agar dapat tumbuh dan berkembang dan meraih cita-cita setinggi 
mungkin.  
 
B. Peraturan Desa 
1. Definisi dan Pengertian Peraturan Desa 
Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan 
Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan 
kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam 
penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala 
Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa melalui 








Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat 
persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal 
tersebut, sebuah Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan 
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  
Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan 
yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer 
dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. 
Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan 
pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan 
masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan 
Peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan kepemerintahan 
ditingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian 
pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi 
suatu Peraturan desa. Banyak pemerintahan desa yang mengganggap 
“pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Peraturan 
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desa disusun secara sembarangan. Padahal Peraturan desa hendaknya 
disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan 
partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi 
penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa.  Peraturan Desa yang 
dimaksud dalam riset ini adalah Perdes No. 06 Tahun 2015 tentang 
perlindungan anak yang garis besar isinya mengatur tentang pencegahan 
pernikahan dini. 
2. Letak dan Posisi Peraturan Desa dalam Tata Urutan Per Undang-
Undangan 
Susunan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ditentukan 
sebagai berikut: 1. Peraturan Dasar meliputi UUD, Perubahan UUD, dan 
Piagam Dasar. 2. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang, dan Jurisprudensi. 3. Peraturan Pemerintah dan 
Peraturan Presiden. 4. Peraturan Menteri dan Peraturan Pejabat setingkat 
Menteri. 5. Peraturan Daerah Provinsi 6. Peraturan Gubernur. 7. Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Bupati/Walikota. 9. Peraturan Desa 
(Self Governing Community‟s Law. 
 Eksistensi historis reposisi hierarki Peraturan Desa pertama kali 
dicantumkan dalam hierarki/tata urutan peraturan perundang-undangan 
yaitu pada saat Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 sampai dengan 18 




Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 
Memutuskan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum 
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 3 ayat (7), 
menyatakan bahwa: Peraturan daerah merupakan peraturan untuk 
melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus 
dari daerah yang bersangkutan berupa;  
a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah provinsi bersama dengan Gubernur.   
b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama dengan Bupati/Walikota. 
c. Peraturan Desa atau yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan 
Desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan 
desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota 
yang bersangkutan. 
3. Daya Ikat Peraturan Desa 
Melalui UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintah telah mengakui Desa 
telah berkembang dengan berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan 
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Lebih 
lanjut diatur bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, 
peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
43
  
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Desa berhubungan dengan 
urusan yang diserahkan kepada Desa, seperti 1. Urusan pemerintahan yang 
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sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 2. Urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya 
kepada desa; 3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan 4. Urusan pemerintahan lain 
yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.
44
  
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang 
memiliki keberagaman budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, 
kebutuhan masyarakat, luas wilayah, adat istiadat, agama, sehingga tidak 
cukup diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
45
  
Untuk itu, Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa diakui 
sebagai regulasi yang sangat penting untuk mengakomodir local wisdom 
dan local value yang masih hidup di Indonesia. Dikarenakan sifat 
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa memiliki sifat yang berlaku 
umum juga terhadap warga masyarakat yang tinggal di Desa, bukan hanya 
mengikat terhadap perangkat Desa, maka seharusnya regeling ini juga 
termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan 
teori hierarki norma dari Hans Kelsen. 
Dalam hal ini, semua yang terdapat dalam Peraturan Desa 
Karangsari No. 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak mengikat dan 
diberlakukan terhadap seluruh warga Desa Karangsari Kecamatan 
Kalimanah Kabupaten Purbalingga untuk dipatuhi secara keseluruhan. 
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 
lapangan (field research) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk 
memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi 
informan.
46
 Untuk itu penulis akan langsung melakukan wawancara kepada 
Kepala Desa Karangsari, Kuar Kesra sekaligus P3N (Pegawai Pembantu 
Pencatat Nikah), Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Agama dan 4 orang 
pelaku pernikahan dini. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juli-November 
2020.  
Sedangkan Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif 
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder belaka.
47
 Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka 
merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data 
sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. 
Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa 
penelitian normatif. Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat 
bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-
undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta 
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kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Pada metode yuridis normatif 
yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan 
yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
48
 Segi yuridis terletak pada penggunaan 
pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam 
meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Faktor-faktor yurdisnya 
adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku 
atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini 
berkisar pada peraturan mengenai pernikahan dini sebagai disiplin ilmu 
hukum. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas 
hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai 
penelitian hukum. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang 
digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu 
ketentuan-ketentuan peraturan mengenai pernikahan dini. Dalam hal ini 
peraturan perundangan yang diteliti antara lain: 
1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
3. Peraturan Desa Karangsari No. 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan 
anak. 
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B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang digunakan penulis terletak di Desa Karangsari. 
Karangsari merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Kalimanah 
Kabupaten Purbalingga. Adapun batas-batas antar Desa Karangsari adalah 
sebagai berikut: Sebelah Utara Desa Kedungwuluh, sebelah timur Desa 
Manduraga, sebelah selatan Desa Selabaya dan Sebelah Barat Desa Kramat 
Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 
Desa Karangsari memiliki 10 RT dan 5 RW yang terdiri dari 2 dusun 
dan terdapat 4 grumbul diantaranya yaitu Tanah Garing, Nggayam, Karang 
Gandul dan Ketasaba.
49
 Desa Karangsari ini relative rendah kepadatan 
penduduknya daripada desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kalimanah.  
Jumlah penduduk Desa Karangsari adalah 1709 jiwa terdiri dari 825 
jiwa penduduk laki-laki dan 884 jiwa perempuan, jumlah rumah tangga 580 
KK dan rata-rata anggotanya 2-4 jiwa.
50
  
Adapun alasan yang menjadi pertimbangan penulis memilih tempat 
lokasi penelitian di desa Karangsari karena Desa Karangsari merupakan salah 
satu desa yang rendah angka permikahan dini dari pada desa-desa lain yang 
ada di Kabupaten Purbalingga khusussnya di Kecamatan Kalimanah.  
 
C. Objek dan Subjek Penelitian 
Dalam sebuah penelitian ada objek dan subjek yang harus diteliti. 
Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, 
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sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian 
tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mencegah 
pernikahan dini melalui peraturan desa Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 
Tentang Perlindungan Anak, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah 
Kepala Desa Karangsari, Kaur Kesra sekaligus P3N (Pegawai Pembantu 
Pencatat Nikah), Tokoh Masyarakat yang dalam hal ini termasuk Tokoh 
Agama dan 4 orang pelaku pernikahan dini yang berpengaruh terhadap upaya-
upaya pencegahan pernikahan dini. 
 
D. Sumber Data  
1. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data.  Dengan kata lain, sumber data primer yang menjadi 
acuan pokok dari studi ini yaitu hasil wawancara dengan Kepala Desa 
Karangsari, Kaur Kesra sekaligus P3N Desa Karangsari, Tokoh 
Masyarakat, Tokoh Agama dan juga beberapa pelaku pernikahan dini 
Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebagai 
data primer. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
51
 
Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
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dokumentasi dan beberapa studi literatur yaitu buku-buku yang 
berhubungan dengan permasalahan ini. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik 
dalam pengumpulan data yaitu: 
1. Dokumentasi 
Penggunaan metode dokumentasi untuk melengkapi data-data program 
Pemerintah Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten 
Purbalingga namun tetap berpijak pada teori-teori yang ada di 
perpustakaan. 
2. Wawancara 
Metode wawancara yaitu komunikasi langsung peneliti dengan subjek atau 
sampel yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun wawancara yang 
ditujukan kepada 1 orang Kepala Desa, 1 orang Perangkat Desa yang 
termasuk P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah), 4 orang pelaku 
pernikahan dini dan 1 orang Tokoh Masyarakat yang dalam hal ini 
termasuk Tokoh Agama Desa Karangsari. 
Berikut penulis akan uraikan hasil wawancara penulis dengan para  
responden: 
Salah satu upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan  
Pemerintah Desa Karangsari adalah ikut terlibat melakukan sosialisasi 
tentang pernikahan dini di Balai Desa. Pemerintah Desa bekerjasama 




yang di dalamnya merupakan para orang tua yang memiliki anak usia 
remaja, PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang di dalamnya 
merupakan para remaja itu sendiri. Selain itu juga Pemerintah Desa 
bekerjasama dengan tokoh agama yang dalam hal ini terhadap pimpinan 
ranting Nahdlatul Ulama Desa Karangsari untuk turut mengarahkan dan 
membimbing remaja putra dan putri yang terdapat dalam badan otonom 
NU yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan 
Pelajar Putri Nahdlatul Ulama).  
Setiap penduduk Desa Karangsari yang datang ke Balai Desa 
untuk mengurus administrasi perizinan nikah, jika sudah berumur 17 tahun 
atau mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) maka pemerintah desa 
membolehkan. Apabila kurang dari 17 tahun pemerintah desa tidak 
membolehkan perizinan pernikahan. 
Dari pernyataan Bapak Rahmat Fauzi, S. Pd. I (Selaku Kepala 
Desa Karangsari) di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah 
melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dengan upaya menjalin 
kerjasama terhadap berbagai pihak, baik dengan pihak kesehatan desa, 
tokoh agama dan tokoh masyarakat. Secara perizinan administrasi 
pernikahan setiap calon mempelai yang sudah berusia lebih dari 17 tahun 




                                                          
52
 Wawancara dengan Bapak Rahmat Fauzi, S. Pd. I, (Selaku Kepala Desa Karangsari) 




Bapak Faizal (Selaku Kaur Kesra dan P3N) mengatakan bahwa  
pemerintah bekerjasama dengan Plan Indonesia lalu membuat peraturan 
desa kemudian mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya 
Peraturan Desa Karangsari tentang perlindungan anak yang didalamnya 
mengatur tentang pernikahan dini. Pemerintah desa lalu mensosialisasikan 
dan mengumpulkan segenap tokoh-tokoh masyarakat seperti LPMD, BPD 
dan juga Pemerintah Desa Karangsari mengumumkannya lewat acara 
kondangan, hajatan atau kadang disampaikan kepada masyarakat ketika 
mengobrol di warung. Pemerintah desa sering ikut hadir dan terlibat 
bersama-sama Plan Indonesia mensosialisasikan tentang bahaya 
pernikahan dini di Balai Desa, yang dulu sering diadakan rutin setiap satu 
bulan sekali di Balai Desa namun sekarang sudah jarang diadakan 
sosialisasi, yang sekarang sosialisasi diserahkan ke KPAD (Komite 
Perlindungan Anak Desa). Secara perizinan apabila ada calon pasangan 
mempelai nikah datang ke Kantor Balai Desa Karangsari usianya belum 
genap 16 tahun dicegah atau tidak dibolehkan. Kemudian apabila sudah 
lebih 16 tahun meskipun kurang dari 18 tahun secara perizinan pemerintah 
juga sudah mengupayakan mencegah dengan cara menasehati agar calon 
mempelai menunda pernikahannya tapi karena ada desakan dari orang tua 
yang mengehendaki agara anaknya menikah terpaksa dibolehkan dan 
secara Undang-Undang perkawinan sendiripun mengizinkan.  
Sebetulnya secara peraturan desa memang seharusnya tidak 




bahwa pemerintah desa setiap satu bulan sekali dulu rutin mengadakan 
sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini di Balai Desa. Secara 
perizinan apabila calon mempelai usianya sudah lebih dari 16 tahun dan 




Bapak Kyai Bahrudin (selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat) 
mengungkapkan dalam mencegah pernikahan dini upaya yang dilakukan 
adalah dengan membentuk organisasi IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul 
Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), organisasi 
tersebut bertujuan untuk mengarahkan para remaja agar tidak salah dalam 
pergaulan. Dengan berbagai kegiatan rutin yang diadakan seperti rutinan 
mujahadah setiap malam rabu, rutinan yasin tahlil keliling setiap malam 
jumat dan rutinan simtuduroran setiap malam ahad. Kegiatan tersebut 




Keterangan di atas berdasarkan wawancara antara penulis dengan 
responden atau pihak Pemerintah Desa Karangsari dan tokoh agama yang 
termasuk tokoh masyarakat.  
Adapun berikut ini rincian praktek pernikah dini di Desa 
Karangsari setalah ditetapkannya peraturan desa tentang perlindungan 
anak dari tahun 2016-2019: 
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Tabel 3. Pernikahan Dini Sesudah Perdes Karangsari Tahun 
2016 – 2019 
 
No Tahun Dari Keseluruhan 
Pasangan yang Menikah 
Pasangan yang 
Menikah Dini 
1 2016 9 Orang - 
2 2017 15 Orang - 
3 2018 5 Orang - 
4 2019 11 Orang  - 
 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini 
setelah ditetapkannya Peraturan Desa Karangsari dari tahun 2016 sampai 
tahun 2019 mengalami penurunan, terbukti ditahun 2016 dari 9 orang yang 
menikah tidak terdapat anak yang menikah diusia dini, ditahun 2017 dari 
15 orang yang menikah tidak terdapat  orang yang menikah diusia dini, di 
tahun 2018 dari 5 orang yang menikah tidak terdapat orang yang menikah 
diusia dini, dan ditahun 2019 dari 11 orang yang menikah tidak terdapat 
orang yang melakukan pernikahan dini.  
Berikut ini adalah hasil fakta dilapangan yang penulis temukan 
setelah wawancara dengan beberapa narasumber atau pelaku pernikahan 
dini.  
NRR menuturkan bahwa selama ini ia sebenarnya tahu bahwa di 
Desa Karangsari ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang di 
dalamnya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini. Namun karna 








YL mengaku kurang terlalu tau bahwa di desanya ada peraturan 
desa tentang perlindungan anak, namun ia mengaku pernah dengar dari 
yang disampaikan oleh pak lurah tentang adanya peraturan Desa 
Karangsari tentang perlindungan anak. Ia mengaku pernah mengikuti 
sosiaslisasi tentang pernikahan dini. Ia mengaku ketika mengurus 
perizinan pernikahan ia disarankan untuk menunda pernikahan karena 
pada waktu itu usianya kurang dari 16 tahun, kemudian ia mendapatkan 
dispensasi kawin dari PA.
56
 
R menggungkapkan bahwa ia tau kalau selama ini di desanya ada 
peraturan desa tentang pelindungan anak yang didalamnya mengatur 
tentang pernikahan dini. Ia juga mengungkapkan bahwa ia pernah dua kali 
ikut hadir dalam forum sosialisasi di Kantor Balai Desa tentang pernikahan 
dini. Ia mengaku bahwa sosialisasi diadakan setiap satu bulan sekali. 
Secara perizinan administrasi perizinan pernikahan pihak pemerintah desa 
menyarankan untuk menunda pernikahannya karena pada waktu itu 
usianya kurang dari 16 tahun.
57
 
M mengaku bahwa selama ini ia tidak begitu tau kalau di desanya 
ada peraturan desa tentang perlindugan anak yang didalamnya mengatur 
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tentang pencegahan pernikahan dini. Akan tetapi M menuturkan bahwa ia 
pernah beberapa kali mengikuti sosialisasi di Balai Desa. Secara perizinan 
ketika ia mengurus administrasi pernikahan di Balai Desa pihak 
pemerintah awalnya menolak, namun karena ada suatu hal yang mendesak 
maka pemerintah desa membolehkan dengan syarat meminta surat 
perizinan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
58
 
Dari seluruh narasumber mengungkapkan bahwa pada saat para 
pelaku nikah dini meminta perizinan adminitrasi pernikahan di Kantor 
Balai Desa, pihak dari Pemerintah Desa Karangsari awalnya mencegah 
akan tetapi karena ada suatu hal yang mengharuskan untuk menikah 
sehingga dibolehkan dengan syarat tertentu.  
F. Analisis Data  
Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. 
Data penelitian yang telah terkumpul, kemudian dianalisa menggunakan 
metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data-data yang 




Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode 
deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data yang 
diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data 
yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok 
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serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar terkait 
dengan permasalahan yang dibahas.
60
 Deskriptif analitis yaitu 
mendiskripsikan pelaksanaan. Dalam hal ini, penyusun terjun langsung ke 
Desa Karangsari mengambil data-data dan mewawancarai Kepala Desa, 
Perangkat Desa yang dalam hal ini termasuk P3N (Pegawai Pembantu 
Pencatat Nikah), serta Tokoh Masyarakat untuk mengetahui gambaran umum 
serta upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karangsari dalam meminimalisir 
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ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA KARANGSARI DALAM 
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI 
(STUDI PASAL 23 PERATURAN DESA KARANGSARI NOMOR 06 
TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK) 
 
A. Analisis Peran Pemerintah Desa Karangsari dalam Mencegah 
Pernikahan Dini 
Berdasarkan Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 tahun 2015 pasal 23 
ayat (1) dan (2) tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa  
“pemerintah desa bertanggungjawab mencegah pernikahan dini”.  
Tanggung jawab Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah melakukan 
koordinasi dengan dinas terkait, tidak mengeluarkan izin menikah kecuali atas 
rekomendasi Pengadilan Agama, berpedoman pada batasan usia anak dalam 
UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak).” Kemudian dalam pasal 1 ayat 
(10) Perdes Karangsari Nomor 06 tahun 2015 tentang perlindungan anak, 
memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud pernikahan dini adalah 
pernikahan yang dilakukan diusia anak. Lalu diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat 
(1) bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
Maksudnya, manakala salah satu kedua calon mempelai menikah 
kurang dari umur 18 tahun maka disebut pernikahan dini dan setiap anak yang 
berusia dibawah standar minimal usia perkawinan tersebut yaitu kurang dari 
18 tahun, maka perkawinan ditolak dan Pemerintah Desa Karangsari 




tugas tanggungjawab yang dimaksud, ada beberapa upaya yang dilakukan 
Pemerintah Desa Karangsari dalam mencegah pernikahan dini, diantaranya:  
Sebagaimana dari hasil wawancara yang telah penulis paparkan dalam 
bab 3, Dari pernyataan Bapak Rahmat Fauzi (Selaku Kepala Desa Karangsari) 
Menuturkan bahwa salah satu upaya pencegahan pernikahan dini yang 
dilakukan Pemerintah Desa Karangsari adalah ikut terlibat melakukan 
sosialisasi tentang pernikahan dini di Balai Desa. Pemerintah desa 
bekerjasama dengan Bidan Kesehatan desa membentuk BKR (Bina Keluarga 
Remaja) yang didalamnya merupakan para orang tua yang memiliki anak usia 
remaja. PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang didalamnya 
merupakan para remaja itu sendiri. Selain itu juga pemerintah desa 
bekerjasama dengan tokoh agama yang dalam hal ini terhadap pimpinan 
ranting Nahdlatul Ulama untuk turut mengarahkan dan membimbing remaja 
putra dan putri yang terdapat dalam badan otonom NU yaitu IPNU (Ikatan 
Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama).  
Setiap penduduk Desa Karangsari yang datang ke Balai Desa untuk 
mengurus administrasi perizinan nikah, jika sudah berumur 17 tahun atau 
mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) maka pemerintah desa 
membolehkan. Apabila kurang dari 17 tahun pemerintah desa tidak 
membolehkan perizinan pernikahan. 
Dari pernyataan Bapak Rahmat Fauzi, S. Pd. I (Selaku Kepala Desa 
Karangsari) diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah 




kerjasama terhadap berbagai pihak, baik dengan pihak keesehatan desa, tokoh 
agama dan tokoh masyarakat. Secara perizinan administrasi pernikahan setiap 
calon mempelai yang sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah mempunyai 
KTP maka Pemerintah Desa Karangsari membolehkan.
61
 
Bapak Faizal (Selaku Kaur Kesra dan P3N) mengatakan bahwa  
pemerintah bekerjasama dengan Plan Indonesia lalu membuat peraturan desa 
kemudian mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Desa 
Karangsari tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur tentang 
pernikahan dini. Pemerintah desa lalu mensosialisasikan dan mengumpulkan 
segenap tokoh-tokoh masyarakat seperti LPMD, BPD dan juga Pemerintah 
Desa Karangsari mengumumkannya lewat acara kondangan, hajatan atau 
kadang disampaikan kepada masyarakat ketika mengobrol di warung. 
Pemerintah desa sering ikut hadir dan terlibat bersama-sama Plan Indonesia 
mensosialisasikan tentang bahaya pernikahan dini di Balai Desa, yang dulu 
sering diadakan rutin setiap satu bulan sekali di Balai Desa namun sekarang 
sudah jarang diadakan sosialisasi, yang sekarang sosialisasi diserahkan ke 
KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa). Secara perizinan apabila ada calon 
pasangan mempelai nikah datang ke Kantor Balai Desa Karangsari usianya 
belum genap 16 tahun dicegah atau tidak dibolehkan. Kemudian apabila sudah 
lebih 16 tahun meskipun kurang dari 18 tahun secara perizinan pemerintah 
juga sudah mengupayakan mencegah dengan cara menasehati agar calon 
mempelai menunda pernikahannya tapi karena ada desakan dari orang tua 
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yang mengehendaki agara anaknya menikah terpaksa dibolehkan dan secara 
Undang-Undang perkawinan sendiripun mengizinkan.  
Sebetulnya secara peraturan desa memang seharusnya tidak 
membolehkan. Dari pernyataan Bapak Faizal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pemerintah desa setiap satu bulan sekali dulu rutin mengadakan 
sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini di Balai Desa. Secara perizinan 
apabila calon mempelai usianya sudah lebih dari 16 tahun dan meskipun 
usianya kurang dari 18 tahun maka pemerintah desa mengizinkan.
62
  
Bapak Kyai Bahrudin (selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat) 
mengungkapkan dalam mencegah pernikahan dini upaya yang dilakukan 
adalah dengan membentuk organisasi IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) 
dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), organisasi tersebut 
bertujuan untuk mengarahkan para remaja agar tidak salah dalam pergaulan. 
Dengan berbagai kegiatan rutin yang diadakan seperti rutinan mujahadah 
setiap malam rabu, rutinan yasin tahlil keliling setiap malam jumat dan rutinan 
simtuduroran setiap malam ahad. Kegiatan tersebut mampu mengendalikan 
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Berdasarkan keterangan dari responden diatas dapat diketahui bahwa 
upaya-upaya dalam mencegah pernikahan dini, antara lain sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa) 
Strategi langkah awal yang dilakukan Pemerintah Desa Karangsari 
adalah dengan memberikan dana yang cukup kepada KPAD (Komite 
Perlindungan Anak Desa) agar kinerja KPAD semakin meningkat. KPAD 
dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan unsur yang berkepentingan 
dengan perlindungan anak, yang dijadikan sebagai salah satu institusi desa 
untuk menjamin perlindungan anak. Dengan memberikan dana yang cukup 
kepada KPAD diharapkan mampu meningkatkan kinerja KPAD dengan 
meningkatnya kinerja KPAD diharapkan mampu menunjang keberhasilan 
Pemerintah Desa Karangsari dalam mencegah pernikahan dini. Menurut 
analisa penulis, yang dilakukan Pemerintah Desa Karangsari dengan 
meningkatkan kinerja KPAD adalah sebuah langkah yang baik, karena 
dengan meningkatkan kinerja KPAD pemerintah desa Karangsari bisa 
berkerjasama untuk mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan 
perlindungan anak melalui berbagai pertemuan-pertemuan baik acara 
formal maupun non formal dan juga stiker, seni budaya, dll. 
2. Sosialisasi Terhadap Peraturan Desa Tentang Perlindungan Anak 
Sosialisasi terhadap peraturan desa tentang perlindungan anak 
dilakukan melaui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara 
hajatan, tahil, arisan, selapanan. Sosialisasi tersebut disampaikan untuk 




tua agar bisa membimbing anaknya supaya anaknya tidak melakukan 
pernikahan diusia dini, maupun menanamkan nilai-nilai baik kepada anak-
anak. Sosialisasi juga menjelaskan tentang bahaya yang bisa ditimbulkan 
jika menikah diusia dini, juga batasan usia pernikahan di Desa Karangsari, 
mengingat pentingnya pernikahan harus didahului dengan persiapan fisik 
maupun mental yang kokoh. Menurut analisa penulis, sebelum sampai 
pada tahap mencegah memang idealnya dilakukan tahap pembinaan dan 
sosialisasi terlebih dahulu, dengan membangun kesadaran anak dengan 
tujuan agar anak tidak menikah dini, serta menanamkan nilai-nilai yang 
baik sejak dini pada anak, dan memberikan bimbingan yang dimaksudkan 
untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan begitu kebijakan 
pencegahan pernikahan dini akan mudah terwujud. Karena itu, sosialisasi 
penting dilakukan.  Berdasarkan hasil wawancara yang telah sampaikan 
dalam bab 3, sudah terdapat keserasian antara yang diungkapkan oleh 
pemerintah desa, KPAD, pembantu pegawai pencatat nikah dan pelaku 
nikah dini terkait tentang sosialisasi pernikahan dini. Setelah penulis 
menggali info lebih dalam akhirnya penulis menemukan hasil dokumentasi 
sosialisasi berupa foto-foto sesuai dalam lampiran-lampiran, dimana dalam 
foto tersebut terlihat Pemerintah Desa Karangsari, KPAD dan juga anak-
anak bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi pernikahan dini.   
Menurut analisa penulis, Pemerintah Desa Karangsari telah 




formal, terbukti berdasarkan hasil dokumentasi berupa foto-foto yang 
penulis dapatkan.  
3. Bekerjasama dengan berbagai pihak  
Dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan unsur Bidan 
Desa untuk membentuk BKR (Bina Keluarga Remaja) dimana didalamnya 
merupakan para orangtua yang memiliki anak berusia remaja, PIK R 
(Pusat Informasi Konseling Remaja) yaitu suatu wadah yang di dalamnya 
merupakan para remaja itu sendiri. Selain bekerjasama dengan Bidan 
Desa, Pemerintah Desa Karangsari juga bekerjasama dengan Tokoh 
Agama yang dalam hal ini termasuk Tokoh Masyarakat. Dalam bidang 
keagamaan dibentuklah suatu organisasi keremajaan di bawah naungan 
Pimpinan Ranting NU yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan 
IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama). 
4. Menasehati atau menolak dengan tidak memberikan izin apabila calon 
mempelai usianya masih dini. 
Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa 
Karangsari adalah dengan menolak memberikan izin nikah bagi calon 
mempelai yang masih diusia anak atau masih dibawah batas minimal usia 
perkawinan sesuai Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 tahun 2015 
tentang perlindungan anak yaitu  kurang dari 18 tahun.  
Pihak Pemerintah Desa Karangsari menuturkan sudah 
menyarankan dan menasehati calon mempelai untuk menunda menikah 




mendesak untuk dilakukan pernikahan maka pemerintah desa mengizinkan 
dengan alasan ditakutkan kumpul kebo dan hamil duluan.  
Bapak Faizal menguatkan bahwa Pemerintah Desa Karangsari 
menolak perizinan pernikahan calon mempelai yang usianya kurang dari 
18 tahun karena diusia yang masih dini calon mempelai belum matang 
reproduksinya, dan juga mentalnya. Berikut data yang penulis peroleh 
dilapangan jumlah pernikahan dini di Desa Karangsari sebelum 
diberlakukan peraturan desa tentang perlindungan anak. 
Tabel 4. Pernikahan Dini Sebelum Perdes Karangsari Tahun 
2013 – 2015 
 
No Tahun Dari Keseluruhan 
Pasangan yang Menikah 
Pasangan yang 
Menikah Dini 
1 2013 23 Orang 2 Orang 
2 2014 16 Orang 1  Orang 
3 2015 13 Orang 1 Orang 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebelum ditetapkannya 
Peraturan Desa Karangsari tentang perlindungan anak, kasus pernikahan 
dini tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami naik turun, terbukti ditahun 
2013 dari 23 orang yang menikah terdapat 2 orang yang menikah diusia 
dini, ditahun 2014 dari 16 orang yang menikah terdapat 1 orang yang 
menikah diusia dini, kemudian di tahun 2015 dari 13 orang yang menikah 
terdapat 1 orang yang menikah diusia dini. Kemudian berikut data yang 
penulis temukan dilapangan sesudah diberlakukan Peraturan Karangsari 





Tabel 5. Pernikahan Dini sesudah ada Peraturan Desa Tahun 
2016-2019 
 
No Tahun Dari Keseluruhan 
Pasangan yang Menikah 
Pasangan yang 
Menikah Dini 
1 2016 9 Orang - 
2 2017 15 Orang - 
3 2018 5 Orang - 
4 2019 11 Orang - 
 
Dari data di atas dapat diketahui bahwa kasus pernikahan dini 
setelah ditetapkannya Peraturan Desa Karangsari dari tahun 2016 sampai 
tahun 2019 mengalami penurunan, terbukti ditahun 2016 dari 9 orang yang 
menikah tidak  terdapat orang yang menikah diusia dini, ditahun 2017 dari 
15 orang yang menikah tidak terdapat orang yang menikah diusia dini, 
kemudian di tahun 2018 dari 5 orang yang menikah tidak terdapat orang 
yang menikah diusia dini. Setelah diberlakukan peraturan desa 
perlindungan anak, fenomena pernikahan dini di Desa Karangsari semakin 
menurun dan bahkan tidak adalagi yang melakukan pernikahan dini 
 
B. Analisis Hukum Islam (Sadd Al-Dzari’ah) Terhadap Peraturan Desa 
Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 Terkait Batas Minimal Usia 
Perkawinan 
Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga 
stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup bagi umat manusia. Intinya 
adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, 
sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks 




langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum Islam adalah untuk 
menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan 
manusia. Kemaslahatan manuia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai 
rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (dharuriyyat), 




Kebutuhan pokok (dharuriyyat) manusia meliputi kebutuhan manusia 
terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab) dan harta 
benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki 
kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok 
manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak 
berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk 
melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya 
adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan 
menjaga kebutuhan pokok yang utama.
65
 
Kebutuhan sekunder manusia (hajiyyat) secara prinsipil adalah segala 
sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, 
meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan 
muamalah dan mubadalah bagi mereka.
66
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Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala 
kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.
67
 
Berdasarkan uraian di atas bahwa keberadaan hukum Islam salah 
satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan 
manusia, namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu 
syarat penyebab. Dalam Islam hal ini disebut dengan aspek Sabab (penyebab). 
Sabab terbagi kedalam dua jenis yakni penyebab yang di luar batas 
kemampuan manusia, dimana penyebab ini merupakan kekuasaan Allah dan 
penyebab yang dalam batas manusia terbagi menjadi dua pandangan, yakni 
dalam pandangan hukum taklifi dan pandangan hukum wath‟i.
68
 
Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya 
syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. 
Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan 
pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat 
serta jaminan keamanan kehamilan.  
Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan 
analisis mengenai Pernikahan Dini di Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah 
Kabupaten Purbalingga yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Sudut Pandang Maslahat (Kebaikan) 
Dari segi sudut pandang maslahat ada beberapa hal yang dapat 
dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dari pernikahan 
dini.\ 
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Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:
69
 
a. Menjauhkan dari perbuatan zina 
Banyak dikalangan remaja saat ini yang terpengaruh terhadap 
pergaulan bebas yang akhirnya terjadi zina hingga hamil di luar nikah. 
b. Perlindungan terhadap kehormatan (Nasab) 
Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia 
menurut hukum Islam. Wanita yang hamil di luar nikah yang tidak 
segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan 
berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya, juga pada 
anak yang dikandungnya tidak bernasab pada ayahnya.  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan 
yang terkandung dalam pernikahan dini cenderung berhubungan 
dengan kepentingan manusia dalam mengghilangkan kesulitan atau 
kesempitan yang melandanya. 
2. Sudut Pandang Mafsadat (Kerusakan)70 
Dari sudut pandang mafsadat, ada beberapa hal yang dapat 
memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam Pernikahan Dini. Mafsadat 
yang berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Dari Keberlangsungan Rumah Tangga 
Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Banyak terjadi pada 
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kalangan pelaku pernikahan dini yang menikah hanya untuk menutupi 
kesalahannya yang disebabkan hamil di luar nikah untuk melindungi 
nama baik keluarganya. 
b. Rentan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 
Perbuatan KDRT tersebut juga disebabkan karena usia yang belum 
cukup sehingga mempengaruhi kematangan emosi antara suami dan 
istri sehingga terjadi percekcokan yang berujung KDRT. 
c. Resiko Meninggal Pada Saat Melahirkan71  
Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak 
perempuan. Anak perempuan yang berusia 10-14 tahun memiliki 
kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau 
melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. 
Sementara itu, anak perempuan yang hamil dan melahirkan memiliki 
kemungkinan dua kali lebih besar. 
d. Resiko Terjadinya Perceraian 
Pernikahan dini cenderung dilakukan oleh pasangan yang sebetulnya 
belum siap dari sisi kematangan mental, emosi dan juga masih labil, 
yang dapat menyebabkan rasa bosan antara suami dan istri sehingga 
memicu perceraian. 
e. Pendidikan dan Pekerjaan 
Dengan memutuskan untuk menikah diusia dini ini dapat 
menyebabkan seseorang mengorbankan untuk tidak melanjutkan 
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pendidikannya sehingga berdampak pada pekerjaannya yang hanya 
bermodalkan ijazah yang rendah sehingga mereka tidak bias 
menggapai cita-cita yang diinginkan. 
Guna merealisasikan kemaslahatan tersebut dirasakan oleh 
Pemerintah Desa Karangsari mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur 
melalui Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 tentang 
Perlindungan Anak. Peran dan tanggungjawab yang dilakukan Pemerintah 
Desa Karangsari adalah melakukan tindakan pencegahan kepada calon 
mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan apabila usianya kurang 
dari 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan yang bertujuan untuk 
menekan angka perkawinan di bawah umur dan meningkatkan kualitas 
pendidikan. Ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 
35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang 




Ketentuan usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan 
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan 
prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus 
telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan 
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 
baik dan sehat. Masalah pengaturan batasan umur dalam UU Perkawinan 
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maupun dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan masalah ijtihadiyah, 




Dengan demikian, berdasarkan dasar hukum di atas menurut 
analisa penulis kebijakan pembatasan minimal usia pernikahan yang telah 
diatur dalam Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 merupakan 
sebuah langkah yang sangat baik. Melihat pentingnya sebuah pernikahan, 
karena pernikahan merupakan suatu prosesi yang sangat sakral dan hanya 
dilakukan sekali seumur hidup, untuk itu diperlukan kedewasaan calon 
mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon istri harus benar-
benar telah matang fisik maupun psikisnya. Dengan harapan agar para 
pihak yang melangsungkan pernikahan mempunyai bekal lahiriyah dan 
bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh 
dalam bangunan rumah tangga.  
Dengan demikian, menurut pendapat penulis apa yang dilakukan 
Pemerintah Desa Karangsari dengan menetapkan pembatasan minimal usia 
pernikahan yaitu tidak dibolehkannya menikah apabila calon mempelai 
usianya kurang dari 18 tahun, menurut penulis ini merupakan metode sadd 
Al-dzari‟ah yaitu suatu metode ijtihad dalam hukum Islam dengan 
mengedepankan kehati-hatian untuk menghindari atau menolak mafsadat 
(Kerusakan). Artinya, suatu metode ijtihad dimana sesuatu yang 
sebenarnya dibolehkan, tetapi ternyata antara pertimbangan maslahat dan 
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mafsadat dampaknya lebih berat mafsadatnya, maka pernikahan tersebut 
menjadi dilarang atau harus dicegah atau ditunda terlebih dahulu.
74
  
Menurut penulis, kaidah fiqhiyyah yang digunakan dalam 
permasalahan ini yaitu, 
حالِ صَ مَ الْ  بِ لْ ى جَ لَ عَ  مُ دى قَ مُ دْ سِ افَ مَ الْ ءرُ دَ   
“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.
75
   
Maksudnya mengenai apa yang dilakukan Pemerintah Desa 
Karangsari dengan membuat kebijakan pembatasan minimal usia 
pernikahan yang secara implisit terdapat dalam Peraturan Desa Karangsari 
tentang perlindungan anak sebuah langkah yang sangat baik karena 
bertujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kemaslahatan 
yang ingin diraih adalah agar rakyatnya dapat mewujudkan tujuan 
daripada perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia dan untuk 
mewujudkan pendidikan yang baik agar terwujudnya SDM yang 
berkualitas. Mafsadat yang ditolak adalah agar tidak terjadi perceraian 
pada rumah tangga rakyatnya karena perkawinan yang usianya masih 
muda dipandang mudah terjadi percecokan yang ditakutkan berujung pada 
perceraian.  
Kaidah kedua yang digunakan penulis adalah: 
ْصَلَحةِ 
َ
 َتَصرُُّف اإِلَماِم َعَلى الرىِعَيِت َمنُ ْوٌط بِامل
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“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 
kemaslahatan.”
76
   
 
Tujuan kebijakan Pemerintah Desa Karangsari adalah memberikan 
kemaslahatan kepada rakyatnya yaitu agar rakyatnya dapat mewujudkan 
tujuan pernikahan yang  kekal dan bahagia. Maka kebijakan Pemerintah 
Desa Karangsari sesuai dengan kaidah ini. 
Kaidah ketiga yang digunakan penulis adalah: 
 
 تََغيُِّراْنفَْتَىي َواْختََِل فُهَا بَِحسِب تََغيُِّراْْلَْزِينَِت َواْْلَْيِكنَِت َواْْلْحَىاِل َواننِّيَاِث  َواْنَعَىائِدِ 
 
 “Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, 




Maksudnya ketetapan pembatasan usia pernikahan yang terdapat 
dalam Peraturan Desa Karangsari tentang perlindungan anak berdasarkan 
perubahan zaman. Kehidupan masa kini telah menjadi sangat rumit, 
sehingga muncul kesenjangan yang besar antara masa puber dan 
kedewasaan dalam urusan finansial maupun sosial. Secara fisik, pemuda 
masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, 
tetapi secara emosional, pemuda masa kini membutuhkan waktu jauh lebih 
panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Untuk itu meskipun 
mempelai sudah baligh dan secara hukum Islam apabila sudah baligh 
sudah dibolehkan untuk menikah, itu tidak serta merta dibolehkan 
melakukan pernikahan dini karena terdapat banyak mafsadat (kerusakan) 
apabila melakukan pernikahan dini. 
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Berdasarkan penelitian dan data-data yang telah diperoleh dari hasil 
studi kasus di Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten 
Purbalingga. Maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemerintah Desa Karangsari sudah mengimplementasikan Peraturan Desa 
Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 terkait perannya dalam mencegah 
pernikahan dini. Dalam hal upaya-upaya Pemerintah Desa Karangsari 
dalam mencegah pernikahan dini adalah sebagai berikut : 
a. Meningkatkan kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa)  
Strategi langkah awal yang dilakukan Pemerintah Desa Karangsari 
adalah dengan memberikan dana yang cukup kepada KPAD (Komite 
Perlindungan Anak Desa). KPAD dibentuk secara partisipatif dengan 
melibatkan unsur yang berkepentingan dengan perlindungan anak, 
yang dijadikan sebagai salah satu institusi desa untuk menjamin 
perlindungan anak. Dengan memberikan dana yang cukup kepada 
KPAD diharapkan mampu meningkatkan kinerja KPAD dengan 
meningkatnya kinerja KPAD diharapkan mampu menunjang 







b. Bekerjasama dengan berbagai pihak  
Dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan unsur Bidan Desa 
untuk membentuk BKR (Bina Keluarga Remaja) dimana didalamnya 
merupakan para orangtua yang memiliki anak berusia remaja, PIK R 
(Pusat Informasi Konseling Remaja) yaitu suatu wadah yang di 
dalamnya merupakan para remaja itu sendiri. Selain bekerjasama 
dengan Bidan Desa, Pemerintah Desa Karangsari juga bekerjasama 
dengan Tokoh Agama yang dalam hal ini termasuk Tokoh Masyarakat. 
Dalam bidang keagamaan dibentuklah suatu organisasi keremajaan di 
bawah naungan Pimpinan Ranting NU yaitu IPNU (Ikatan Pelajar 
Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama). 
c. Menasehati atau menolak dengan tidak memberikan izin apabila calon 
mempelai usianya masih dini. 
Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Karangsari 
adalah dengan menolak memberikan izin nikah bagi calon mempelai 
yang masih diusia anak atau masih dibawah batas minimal usia 
perkawinan sesuai Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 tahun 2015 
tentang perlindungan anak yaitu  kurang dari 18 tahun.  
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 
Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak 
Hukum Islam pada dasarnya tidak membatasi usia tertentu untuk menikah 
bahkan secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya 




menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. 
Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat 
manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam 
konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Dari sudut 
pandang sadd Al-Dzari‟ah, ada beberapa hal yang dapat memunculkan 
mafsadat (kerusakan) dalam Pernikahan Dini. Masadat (kerusakan) yang 
berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menganggu 
keberlangsungan rumah tangga, 2. Resiko meninggal ketika melahirkan 
bagi perempuan yang masih di bawah umur, 3. Rentan dengan KDRT, 4. 
Rentan terhadap perceraian dikarenakan emosi yang tidak stabil pada 
usianya. 5. Pendidikan dan pekerjaan. Akan tetapi syariat Islam 
menentukan batas usia kedewasaan menggunakan konsep baligh untuk 
siap menerima pembebanan hukum Islam. Dengan demikian ketentuan 
batasan minimal usia pernikahan yang terdapat dalam Peraturan Desa 
Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak tidak 
bertentangan dengan hukum Islam, karena Pembatasan minimal usia nikah 
merupakan masalah ijtihadiyyah yang disesuaikan untuk menjawab 









B. Saran  
Pada kesempatan ini penulis bermaksud memberikan saran-saran yang 
sekiranya bermanfaat diantaranya: 
1. Bagi Pemerintahan Desa Karangsari 
Pemerintah Desa Karangsari hendaknya terus melakukan tindakan 
promotif seperti penyuluhan dan pengetahuan bagi orang tua juga anak 
remaja tentang bahayanya pernikahan dini. Pemerintah Desa juga 
hendaknya terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di 
desa dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. 
2. Bagi KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa) 
KPAD hendaknya terus melakukan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan 
yang ada agar terus aktif dalam kegiatan remaja desa. 
Bagi masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak remaja 
Orang tua hendaknya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan 
pemahama tentang pernikahan usia di bawah umur, sehingga orang tua 
mampu mengarahkan anak-anak remajanya agar tidak melakukan sesuatu 
yang dapat menyebabkan pernikahan dini karena terdapat banyak dampak 
negative yang akan timbul ketika melakukan pernikahan dini. 
3. Bagi Peneliti 
Peneliti seharusnya menambah pengeahuan dan pengalaman serta 
penerapan teori khususnya mengenai dampak yang dapat ditimbulkan 
ketika melakukan pernikahan dini, sehingga dapat meningkatkan hasil 





Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, 
atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang masih sangat sederhana ini. Penulis menyadari telah berusaha 
semaksimal mungkin dalam skripsi ini, namun masih banyak kelemahannya. 
Semua itu semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis. Oleh 
karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai penyempurnaan 
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PERATURAN DESA KARANGSARI 
NOMOR : 06 TAHUN 2015 
TENTANG 
PERLINDUNGAN ANAK 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA KARANGSARI 
 
 
a.   Bahwa     anak     adalah     amanah     Illahi     yang     perlu 
dilindungi  dari  segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; 
b.   Bahwa anak generasi penerus yang dalam dirinya melekat 
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; 
c.   Bahwa hasil analisa situasi hak anak di Desa Karangsari 
perlu perlindungan; 
d.   Bahwa untuk   perlindungan   dan   kesejahteraan   anak   di 
Desa Karangsari diperlukan dukungan; 
 
 
1. Undang - Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang 
pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan 
provinsi Jawa Tengah; 
2.   Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang per kawinan; 
3.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara 
pidana; 
4.   Undang-Undang     Nomor     7     Tahun     1984     tentang 
penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap 
perempuan (Convention On The Elirnination of all for of 
Diskrimination    Against    Women)    (Lembaran    Negara 
Tahun    1984    Nomor    29  Tambahan  lembaran  Negara 
Nomor 3277); 
5.   Undang-Undang     Nomor     3     Tahun     1997     tentang 
pengadilan   anak; (Lembaran Negara Tahun 1997 No 3, 






6.   Undang-Undang     Nomor     4     tahun     1997     tentang 
penyandang  cacat; (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
9,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 
7.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan 
ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for 
Admition to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia 
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 56, tambahan lembaran Negara Nomor 
3835); 
8.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan 
ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for 
Admition to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia 
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 56, tambahan lembaran Negara Nomor 
3835); 
9.   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi 
manusia; (Lembaran    Negara    Tahun    1999    Nomor 
165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 
ILO Convention No. 182 Concering The Prohibition and 
Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms 
of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai 
Pelarangan dan Tindakan segera); 
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 
ILO Convention No. 182 Concering The Prohibition and 
Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms 
of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai 
Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk- 
bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara 
Tahun  2000  Nomor  30,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Nomor 3941); 
12. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2002    tentang 
perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1999   Nomor   165   tambahan   lembaran   Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang otonomi 
daerah; 
14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan 






Tahun   2004   nomor   95,   tambahan   lembaran   Negara 
Republik Indonesia Nomor 4419); 
15. Undang-Undang    Nomor    14    Tahun    2008    tentang 
keterbukaan; informasi publik; 
16. Undang-Undang     nomor     12     Tahun     2011     tentang 
pembentukan   peraturan perundang-undangan; 
17. Peraturan   pemerintah   Nomor  72   Tahun   2004   tentang 
kewenangan desa; 
18. Undang-Undang     nomor     40     tahun     2009     tentang 
kepemudaan; 
19. Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  : 
77/HUK/2010  tentang pedoman dasar Karang Taruna; 
20. Peraturan   Menteri   Negara   Pemberdayaan   Perempuan 




Dengan Persetujuan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI 
dan 
KEPALA DESA KARANGSARI 
MEMUTUSKAN : 




BAB I KETENTUAN 
UMUM Pasal 1. 
Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan : 
1.   Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; 
2.   Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak- haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh, 
berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara optimal  sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 
3.   Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 
suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya 
atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus 






4.   Anak berkebutuhan khusus adalah anak  yang mengalami 
hambatan  fisik, mental sehingga mengganggu pertumbuhan 
dan perkembangannya secara wajar; 
5.   Hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan negara; 
6.   Masyarakat  adalah  perorangan,  keluarga,  kelompok  dan 
organisasi  sosial  atau  organisasi kemasyarakatan; 
7.   Pendamping adalah pekerja sosial yang ditunjuk oleh KPAD 
8.   Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan 
khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak 
putus sekolah, anak berkebutuhan khusus, anak korban 
kekerasan dalam rumah  tangga,  anak  yatim  dan/atau  yatim 
piatu, anak  korban  perlakuan  salah,  anak  dari keluarga tidak 
mampu, anak korban kekerasan lainnya, dan anak korban 
penelantaran; 
9.   Anak putus sekolah adalah anak yang tidak selesai dalam 
kegiatan wajib belajar dua belas tahun; 
10. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak; 
11. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam setiap 
pengambilan kebijakan publik; 
12. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan 
tindakan pelanggaran hukum; 
13. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan 
sejak usia 0 - 6 tahun; 
14. Kesehatan anak adalah kesehatan yang diberikan sejak 0-18 
tahun; 
15. Kewajiban anak adalah tindakan yang harus dilakukan oleh 
anak; 
16. Komite Perlindungan   Anak  Desa adalah  sebuah  lembaga 
perlindungan   anak  berbasis masyarakat yang selanjutnya 
disingkat KPAD; 
17. Waktu luang anak adalah waktu di luar jam sekolah; 
18. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam 
rangka komersial; 
19. Karang  Taruna   adalah   organisasi   sosial   kemasyarakatan 
sebagai   wadah   dan   sarana pengembangan setiap anggota 
masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran 






terutama generasi muda diwilayah desa / kelurahan terutama 








Penyelenggaraan    perlindungan    anak    berasaskan   Pancasila   dan 




Prinsip-prinsip Perlindungan Anak meliputi: 
a.   non diskriminasi dan non eksploitasi; 
b.   kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c.   hak untuk hidup,kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 




Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal   sesuai   dengan   harkat   dan   martabat   kemanusiaan,   serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 









Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan,   serta   mendapat   perlindungan   dari   kekerasan   dan 
diskriminasi; 
Pasal 6 
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan; 
Pasal 7 
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 








1)  Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, 
dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; 
2)  Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka 
anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau 
anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 




Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 




1)  Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran 
dalam  rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; 
2)  Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi 
anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan 
luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga 




Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan 
dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 




Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 





Setiap    anak    yang    berkebutuhan    khusus    berhak    memperoleh 








1)  Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orangtua,  wali,  atau 
pihak lain     mana     pun     yang  bertanggung  jawab  atas 
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual; 
penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;ketidak 
adilan; danperlakuan salah lainnya. 
2)  Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh   anak  melakukan 
segala   bentuk   perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 




Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 
ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 




Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 
a.   penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
b.   pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
c.   pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d.   pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 
dan 




1)  Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi; 
2)  Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum; 
3)  Penangkapan,  penahanan,  atau tindak  pidana penjara anak  hanya 
dilakukan  apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 




1)  Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 
a. mendapatkan     perlakuan     secara     manusiawi     dan 






b.   memperoleh  bantuan  hukum  atau  bantuan  lainnya  secara 
efektif dalam  setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 
c.   membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan 
anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup 
untuk umum. 
2)  Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 




Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 




Setiap anak berkewajiban untuk : 
a.   menghormati orangtua, wali, dan guru; 
b.   mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
c.   mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
d.   menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 




PERAN DAN TANGGUNG JAWAB 
Bagian kesatu 




Pemerintah Desa wajib terlibat dan bertanggungjawab dalam hal: 
a.   Mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun kepada 
masyarakat; 
b.   Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pemenuhan 
wajib belajar; 
c.   Mengupayakan  kerjasama  dengan  pemerintah  dan  swasta 
dalam  upaya pendidikan  dan pelatihan kecakapan hidup; 
d.   Mengupayakan terselenggaranya pendidikan anak usia dini; 











a.   koordinasi   dengan   dinas   terkait   dalam   rangka   kesehatan 
masyarakat 
b.   posyandu di setiap dusun; 




1.   Pemerintah Desa bertanggung jawab mencegah pernikahan dini. 
2.   Tanggungjawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1 ) adalah : 
a.   melakukan koordinasi dengan dinas dan kantor terkait; 
b.   tidak mengeluarkan ijin menikah kecuali atas rekomendasi 
Pengadilan Agama; 




Pemerintah Desa bertanggungjawab menyelenggarakan ruang publik 
untuk partisipasi anak. 
Bagian kedua 




Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pendidikan anak : 
a.   membantu menyediakan fasilitas sekolah, 
b.   mendorong minat belajar anak; 
c.   mendorong tuntas belajar 12 tahun; 
d.   mendorong peran komite sekolah yang ramah anak; 
e.   mendorong memberi kesempatan anak berkreatifitas di luar jam 
sekolah; 




Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap kesehatan anak : 
a.   mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat; 
b.   mendorong sarana dan prasarana posyandu 











a.   ikut terlibat mensosialisasikan undang - undang perlindungan 
anak; 
b.   ikut terlibat mensosialisasikan bahayanya menikah di usia anak 
berkaitan dengan kesehatan reproduksi; 




Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap keamanan lingkungan: 
a.   berperan dan bertanggungjawab menjaga lingkungan dan 
keamanan yang aman bagi anak (perlu penjelasan); 
b.   berperan dan bertanggung jawab terwujudnya lingkungan 








Kewajiban  dan  tanggungjawab  keluarga  dan  orang  tua  terhadap 
pendidikan anak : 
a.   menyekolahkan anaknya pada pra sekolah; 
b.   menyekolahkan anaknya wajib belajar 12 tahun; 
c.  memberikan kesempatan pada anaknya untuk mengikuti 
pendidikan   setinggi-tingginya sesuai dengan bakat, dan 
kemampuannya; 




Kewajiban  dan  tanggungjawab  keluarga  dan  orang  tua  terhadap 
kesehatan anak: 
a.   menerapkan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  setiap  anggota 
keluarga; 
b.   melakukan tindakan awal melalui tenaga medis terdekat; 
c.   memberikan pola makan dengan gizi seimbang; 




Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan Orang tua terhadap hak 
anak lainnya : 
a.   mencegah pernikahan dini 










BAB V PENYELENGGARAAN 





Pemerintahan Desa, Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD), dan 
lembaga desa lainnya wajib dan bertanggung jawab memfasilitasi 
perlindungan khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, anak 
putus  sekolah,  anak  berkebutuhan  khusus,  anak  korban  kekerasan 
dalam rumah tangga, anak yatim, anak piatu, atau anak yatim piatu, 
anak  korban perlakuan  salah, anak  dari  keluarga miskin,  dan  anak 
korban kekerasan lain. 
Pasal 33 
Perlindungan  khusus  yang  diberikan  pada  anak  yang  berkonflik 
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 adalah: 
a.   anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai 
saksi; 
Pasal 34 
1.   Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf 
a dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
2.   Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagaimana di maksud dalam pasal 33 huruf a dilaksanakan 
melalui: 
a.   perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan harkat, 
martabat dan hak-hak anak; 
b.   penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 
c.   penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
d.   penjatuhan sanki yang tepat untuk kepentingan yang terbaik 
bagi anak; 
e.   pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; 
f. pemberian dan jaminan untuk mempertahankan hubungan 
dengan orang tua atau keluarga; dan 
g.   perlindungan  dari  pemberitaan  identitas  melalui  media 











1.   Dalam  mendukung peningkatan  kreatifitas  anak  pemerintah 
desa,  lembaga desa, masyarakat,keluarga,dan orang tua memberi 
kesempatan pada anak untuk beristirahat, bermain, belajar, 
berolahraga , berorganisasi, berinteraksi, bereksplorasi dan 
apresiasi kepada anak. 
2.   Dukungan peningkatan kreatifitas anak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1 ) agar anak menggunakan waktu luangnya secara 
optimal. 
3.   Penggunaan waktu luang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
pemerintah desa menentukan jam wajib belajar bagi siswa didik. 
4.   Jam wajib belajar bagi siswa didik sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 3 ) diberlakukan mulai jam 18.30 sampai jam 20.00 Waktu 
Indonesia Barat. 
5.   Pada waktu jam belajar masyarakat diharapkan  mendukung 
terlaksananya kegiatan belajar anak. 
 
 




Persetujuan dari anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 terdiri 
dari: 
a.   bersedia atau tidak anak untuk ikut berkegiatan; 
b.   bersedia atau tidak anak untuk difoto; 
c.   bersedia atau tidak anak di tubs identitasnya; 








Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan anak, dengan 
Peraturan Desa ini dibentuk Komite Perlindungan Anak Desa yang 
independen: 
1.   Keanggotaan Komite Perlindungan Anak Desa terdiri dari 1 ( 
Satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 2 (dua) orang 






2.   Keanggotaan Komite Perlindungan Anak Desa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintahan desa, 
tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan 
Desa. 
3.   Keanggotaan Komite Perlindungan Anak Desa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 2 ( dua) dibentuk dan 
disahkan melalui surat keputusan Kepala Desa setelah 
mendapat pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa, untuk 
masa bakti 3 (tiga) tahun, dan dapat di pilih kembali untuk 1 
(satu) kali masa bakti. 
4.   Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan lembaga, 





Komite Perlindungan Anak Desa mempunyai tugas : 
a.   melakukan sosialisasi peraturan desa tentang Perlindungan 
Anak, mengumpulkan data dan menerima informasi, 
menerima pengaduan masyarakat melakukan penelusuran, 
dan pendampingan; 
b.   memberikan  laporan,  saran,  kritik  dan  masukan  kepada 




Komite Perlindungan Anak Desa mempunyai fungsi: 
a.   mediasi dan penanganan kasus anak; 
b.   koordinasi dengan pemerintahan desa; 





a. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang 
Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga 
belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang 
berada di desa/kelurahan. 
b.  Organisasi  kepemudaan  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama, 
jenis  kelamin,  status  social, stastus ekonomi, kondisi fisik 
maupun kondisi psikis anak desa, sebagai media aspirasi hak-hak 
anak, pemgembangn bakat potensi anakserta etika dan akhlak 






c. Memprioritaskan progam kerja pada peningkatan kapasitas anak 
baik secara individu maupun kelompok. 
d.  Dalam kegiatan dibantu dan dibimbing oleh Pemerintah Desa, 
LPMD dan KPAD. 
e. Membantu   mempromosikan   hak   anak   dan   perlindungan 
anak   bekerja  sama  dengan kelembagaan desa yang lain. 
f. Mendokumentasikan kegaitan Karang Taruna. 




TUJUAN KARANG TARUNA 
Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan : 
a.   Pertumbuhan  dan  perkembangan  setiap  anggota  masyarakat 
yang berkualitas,  terampil. Cerdasa, inovatif, berkarakter serta 
memiliki kesadaran dan tanggungjawab social dalam 
mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi 
berbagai masalah kesejahateraan social, khususnya generasi 
muda. 
b.   Kualitas kesejahteraan social setiap anggota masyarakat 
terutama generasi muda di desa / kelurahan secara terpadu, 
terarah, menyeluruh serta berkelanjutan; 
c.   Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota 
masyarakat terutama genarasi muda; 
d.   Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan 
kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan 
berkesinambungan. 
e.   Melakukan pembinaan generasi muda dan mencetak kader- 




FORUM ANAK DESA (FAD) 
a.   Forum Anak Desa (FAD) yang terdiri unsur anak usia 0 – 18 th 
tidak membedakan suku ras, ras, agama, jens kelamin, status social, 
status ekonomi, kondisi fisik maupun kondisi psikis anak desa, 
sebagai sebagai media aspirasi hak-hak anak, pengembangan bakat 
potensi anak serta Erika dan akhlak anak sesuai dengan harkat dan 
martabat manusia. 
b.   Memprioritaskan progam kerja pada peningkatan kapasitas anak 






c.   Dalam melakukan kegiatan dibantu dan di bombing oleh Karang 
Taruna dan KPAD. 
d.   Membantu   mempromosikan   hak   anak   dan   perlindungan 
anak   bekerja  sama  dengan kelembagaan desa yang lain. 
e.   Mendokumentasikan kegiatan FAD. 




a.   Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan Peraturan 
Desa tentang Perlindungan Anak ini dibebankan pada APB Desa. 
b.   Iuran warga 
c.   Usaha sendiri yang diperoleh secara sah. 
d.   Alokasi Dana Desa (ADD) 
e.   Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat 
 
 





Keputusan  Peraturan  Desa Perlindungan  Anak  Desa  Karangsari  ini 
berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat 
perkembangan atau perundang-undangan akan dilakukan penyesuaian 
seperlunya. 
Ditetapkan di  : Karangsari 




































A.Wawancara Dengan Pelaku Nikah Dini 
 
Nama              : NRR 
 
Waktu            : Senin, 16 November 2020 
 
Tempat         : Di kediaman NRR 
 
1.   Apakah  anda  tau  bahawa  didesa  ini  mempunyai  peraturan  desa 
tentang perlindungan anak? 
Tau mba, tapi kurang paham. 
 
2.   Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam 
mencegah pernikahan dini? 
Mengadakan organisasi keremajaan mba 
 
3.   Apakah anda pernah ikut sosialisasi? 
 
Pernah ikut beberapa kali mba 
 




5.   Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini? 
 
Biasanya ada Bu Bidan Desa mba 
 
6.   Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini? 
 
Satu bulan sekali 
 
7.   Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah? 
 






Nama              : YL 
 
Waktu             : Senin, 16 November 2020 
 
Tempat           : Di kediaman YL 
 
1.   Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa 
tentang perlindungan anak? 
Kurang tau mba 
 
2.   Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa 
dalam mencegah pernikahan dini? 
Ada Kegiatan Remaja mba. 
 
3.   Apakah anda pernah ikut sosialisasi? 
 
Pernah ikut mba di Balai Desa 
 
4.   Apakah  Pemerintah  Desa Karangsari  ikut  sosialisasi  pernikahan 
dini? 
Setau saya ikut mba 
 
5.   Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan 
dini?  Pak lurah dan Bu Bidan PKD mba. 
6.   Seberapa  sering  diadakan  sosialisasi  tentang  pernikahan  dini? 
 
Seinget saya tiga bulan sekali mba 
 
7.   Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah? 
 
Kalau saya sih enggak dicegah mba karena yang menguruskan dulu 
bapak saya, tapi kata bapak saya dulu disarankan untuk menunggu 
sampai umur 16 tahun mba, karena dulu saya kan nikah 






Nama              : R 
 
Waktu             : 16 November 2020 
 
Tempat           : Di kediaman R 
 
1.   Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa 
tentang perlindungan anak? 
Tau mba 
 
2.   Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa 
dalam mencegah pernikahan dini? 
Kurang tau mba 
 
3.   Apakah anda pernah ikut sosialisasi? 
 
Pernah ikut dua kali di Balai Desa. 
 
4.   Apakah  Pemerintah  Desa Karangsari  ikut  sosialisasi  pernikahan 
dini? 
Seingat saya ikut mba 
 
5.   Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan 
dini? 
Pemerintah desa Bidan PKD dan Pak Kyai Bahrudin. 
 
6.   Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini? 
 
Satu bulan sekali mba 
 
7.   Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah? 
 







Nama              : M 
 
Waktu            : Senin, 16 November 2020 
 
Tempat         : Di kediaman M 
 
1.   Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa 
tentang perlindungan anak? 
Tau mba, tapi kurang paham. 
 
2.   Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa 
dalam mencegah pernikahan dini? 
Mengadakan organisasi keremajaan mba 
 
3.   Apakah anda pernah ikut sosialisasi? 
 
Pernah ikut beberapa kali mba 
 




5.   Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan 
dini? 
Biasanya ada Bu Bidan Desa mba 
 
6.   Seberapa  sering  diadakan  sosialisasi  tentang  pernikahan  dini? 
 
Satuan bulan sekali 
 
7.   Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah? 
 






B.Wawancara Dengan Pemerintah Desa 
 
Nama              : Bapak Rahmat Fauzi (Kepala Desa) 
Waktu            : Rabu, 18 November 2020 
Tempat         : Kediaman Bapak Rahmat Fauzi 
 
1.   Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini? 
 
Pernikahan  yang  dilakukan  di  usia  dini,  yang  dimaksud  dini 
apabila belum 18 tahun 
2.   Apa tujuan anda mencegah pernikahan dini? 
 
Supaya anak menunda pernikahan dan mendahulukan sekolah. 
 
3.   Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan 
dini? 
Upaya selama ini sosialisasi tentang pernikahan dini di Balai Desa, 
membentuk organisasi keremajaan dan bekerjasama dengan 
berbagai pihak. 
4.   Seberapa  sering  dilakukan  sosialisasi  bahaya  pernikahan  dini? 
 
Satu bulan sekali mba. 
 
5.   Apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan 
dini? 
Iya ikut . 
 
6.   Siapa saja  yang ikut  terlibat  dalam  sosialisasi  pernikahan  dini? 
 
Pemerintah Desa, Bidan Desa, Tokoh Agama dan KPAD. 
 
7.   Apa yang anda lakukan ketika ada calon mempelai yang usianya 
masih dini mengurus administrasi perizinan nikah? 
Saya  sebagai  pemerintah  menghendaki  nikah  cukup  umur,  jadi 
kalau ada mempelai usia dini  meminta izin menikah maka sebisa 
mungkin  mencegah  dengan  menasehati, hanya saja kembali lagi 
pada kesadaran orang tuanya yang mendesak pemerintah desa agar 







Nama  : Bapak Faizal (Selaku Kaur Kesra dan P3N) 
Waktu  : Senin, 16 November 2020 
Tempat : Kediaman Bapak Faizal 
 
1.   Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini? 
 
Pernikahan yang dilakukan kurang dari umur 18 tahun 
 
2.   Apa tujuan anda mencegah pernikahan dini? 
 
Supaya melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi, degan 
begitu akan meningkatkan  SDM yang berkualitas. 
3.   Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan 
dini? 
Mengumumkan kepada warga tentang adanya perdes perlindungan 
anak   lewat   sosialisasi   di   Balai   Desa   dan   diacara   hajatan, 
kondangan dan ketika mengobrol di warung 
4.   Seberapa  sering  dilakukan  sosialisasi  bahaya  pernikahan  dini? 
 
Setiap satu bulan sekali 
 




6.   Siapa saja  yang ikut  terlibat  dalam  sosialisasi  pernikahan  dini? 
 
Pemerintah Desa tentunya, Bidan Desa, Tokoh Agama dan KPAD. 
 
7.   Apa yang anda lakukan ketika ada calon mempelai yang usianya 
masih dini mengurus administrasi perizinan nikah? 
Ya kami sebisa mungkin mencegah mengupayakan menolak dan 
menasehati, tapi dari pihak  orang   tua   bersikukuh   menghendaki 
pernikahan    akhirnya    dengan    terpaksa    kami membolehkan, 






Nama  : Bapak Kyai Bahrudin (Selaku Tokoh Agama dan Masyarakat) 
Waktu  : Rabu, 18 November 2020 
Tempat : Kediaman Bapak Kyai Bahrudin 
 
1.   Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini? 
 
Pernikahan yang dilakukan pada saat usia kurang dari 18 tahun 
 
2.   Apa tujuan anda mencegah pernikahan dini? 
 
Karena pernikahan itu merupakan ibadah yang paling jadi perlu 
persiapan yang sangat matang, baik dari psikis maupun fisiknya. 
Sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia. 
3.   Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan 
dini? 
Membentuk organisasi keremajaan yaitu IPNU dan IPPNU, 
mengadakan  kegiatan  rutin  yang  bersifat  keremajaan,  seperti 
rutinan mujahadah setiap malam rabu, rutinan yasin tahlil keliling 
setiap malam jumat dan rutinan simtuduroran setiap malam ahad. 
Kegiatan tersebut bertujuan agar para remaja tidak terjerumus 
kedalam pergaulan yang bebas. 
4.   Seberapa  sering  dilakukan  sosialisasi  bahaya  pernikahan  dini? 
 
Sering mba, tapi kalau untuk rutinan IPNU dan IPPNU setiap satu 
bulan sekali. 
5.   Apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan 
dini? 
Iya pernah ikut mba. 
 
6.   Siapa saja  yang ikut  terlibat  dalam  sosialisasi  pernikahan  dini? 
 



















B.  Dokumentasi dengan Kepala Desa, Kaur Kesra sekaligus P3N, dan Tokoh 














C.  Dokumentasi Kegiatan 
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